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TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI POSO,

bahwa Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia perlu
diberdayakan kearah yang lebih demokratis, mandiri, aktif
profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab dengan lebih
mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anggota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor
16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
KORPRI maka perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus
Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik
Indonesia;

Undang—Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang—-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar KORPRI;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps
Pegawai republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional,
Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan
Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara Penuh
dan Diangkat dalam jabatan Struktural Dilingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

Menetapkan

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KABUPATEN  KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3
4.

e

Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Kepala Daerah adalah Bupati Poso.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI selanjutnya disingkat DPK
KORPRI adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Poso.
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI selanjutnya
disingkat Sekretariat DPK KORPRI adalah Sekretariat Dewan
Pengurus Kabupaten KORPRI Poso.



7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, dan
tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam satu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
pangkat dan golongan.

9. Esselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem
organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus
Kabupaten KORPRI.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat DPK KORPRI adalah unsur staf dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara teknis administratif bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Ketua DPK KORPRI.

Pasal 4

Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif
kepada Dewan Pengurus Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Sekretariat DPK KORPRI menyelenggarakan fungsi :

a. mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja dibidang
administrasi dengan kepengurusan DPK KORPRI;

b. mengelola Administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPK KORPRI;

c. melaksanakan pembinaan disetiap unit dan tingkatan termasuk
ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPK
KORPRI.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten
KORPRI terdiri atas :
a. Sekretaris;
b. Seksi Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum,;
d. Seksi Dokumentasi dan Publikasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Esselonisasi Jabatan

Pasal 7

(1) Sekretaris DPK KORPRI merupakan Jabatan Struktural Esselon
[1/b.
(2) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Esselon I'V/b.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi organisasi Sekretariat DPK KORPRI sesuai
dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fngsional sebagaimana dimkasud dalam Pasal
8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Daerah
atas usul pimpinan Sekretariat DPK KORPRI.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan denagn kebutuhan, beban
kerja dan kemampuan daerah.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10
Setiap Kepala Satuan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI dalam

melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal 11

Setiap Kepala Satuan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai
dengan tugasnya.

Pasal 12

Setiap Kepala Satuan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI
bertanggung  jawab  dalam  memimpin, mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

(2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimkasud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi
Sekretariat DPK KORPRI dari bawahannya diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14
Pejabat struktural pada Sekretariat DPK KORPRI diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi serta
eselonisasi Sekretariat DPK KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Poso.
Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 Agustus 2009
BUPATI POSO,
ttd
PIET INKIRIWANG
Diundangkan di Poso

pada tanggal 19 Agustus 2009

fﬁl—(NRIS DAERAH KABUPATEN POSO

AMDIJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2009 NOMOR 3



